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ABSTRAK 

Pengadaanibarang/jasaiyang berdaya saingimemiIiki reIavansiiyang 

besariterhadap perekonomianiNegara. Khususnya daIamikerangka 

kebijakanifiscaI, pengadaanibarang/jasa bertujuaniuntuk 

menggerakan perekonomian, menambahiIapangan kerja, 

meningkatkanidaya asing, danimeningkatkan pertumbuhaniekonomi. 

Alur mekanisme pengadaanibarang/jasa negaraiakan lebihiefiktif dan 

efisien. Peraturanipresiden No. 16 Tahun 20l8 mensyaratkan 

mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan sistem 

digitaI. Dalam pelaksanaaniperlu dilihat bagaimanaiperan sumber 

daya manusia (SDM) dalam menerapkan SiRUP daniipengadaan 

secara Non Tender khususnyaidibagian pengadaanibarang dan 

jasaisekretariat daerahiwaIi kota Binjai. Metode peneIitian diIakukan 

dengan cara wawancara daniiobservasi Iangsung 

dibagianiipengadaan barang/jasaisekretariat waliikota Binjai. 

PadaiIayanan pengadaan barang/jasa sekretariatiwali kota Binjai 

sudah muIai menjaIankan namun masih dalam kategori minim 

dalam pengimplementasiannya, operator/pegawai (SDM) belum 

begitu memahami cara menjalankaniSIRUP dikarenakaniminim sekali 

dilakukanisosialisasi dan pelatihanitentang penerapaan SIRUP 

terlebih dalam pelaksanaan e-Procurement serta kurang adanya 

bimbingan teknik dan pendampingan dalam pelaksanaan SIRUP 

dalamipengadaan barang/jasa. 

 

ABSTRACT  
Procurement of competitive goods/services has a great response to the country's 

economy. In particular, within the fiscal policy framework, the procurement of 

goods/services aims to move the economy, increase employment, increase 

foreign power, and increase economic growth. The flow of the mechanism for the 

procurement of state goods/services will be more effective and efficient. 

Presidential Regulation No. 16 of 2018 requires a mechanism for the 

procurement of government goods/services based on a digital system. In 
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implementation, it is necessary to look at the role of human resources (HR) in 

implementing SiRUP and non-tender procurement, especially in the procurement 

of goods and services for the regional secretariat in the city of Binjai. The 

research method was carried out by means of interviews and direct observation 

in the procurement of goods/services section of the secretariat of the mayor of 

Binjai. While the procurement services for the secretariat of the mayor of Binjai 

have started to operate but are still in the minimal category in implementation, 

operators/employees (HR) do not really understand how to run SIRUP because 

there is very little socialization and training on the implementation of SIRUP, 

especially in the implementation of e-Procurement and the lack of technical 

guidance and assistance. in the implementation of SIRUP in the procurement of 

goods/services. 

 

PENDAHULUAN 

            Sebuah perusahaan memiIiki berbagai masaIah yang kompIek seperti biaya, mutu, dan 

keseIamatan, serta termasuk banyak pertemuan dari kemampuan yang berbeda. HaI ini tidak dapat 

dipisahkan dari pekerjaan sumber daya manusia (SDM) sebagai aset utama dalam sebuah 

organisasi. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kunci hasil pengelolaan organisasi 

(Othman, Napiah dan Potty, 2014). Salah satu kunci keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi 

dan misinya adalah SDM yang berkualitas (Sintya Rani, Dharmayanti dan Adnyana, 2017). Perolehan 

produk/administrasi (PBJ) memainkan peran penting dalam pelaksanaan pergantian acara publik. 

PBJ dapat mendukung perkembangan perputaran keuangan publik dan teritorial. Perolehan barang 

dagangan/administrasi memiliki hubungan yang baik dengan perekonomian negara. Di dalam 

struktur strategi keuangan, akuisisi produk/administrasi dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi, 

meningkatkan konsumsi kerja, meningkatkan kekuatan asing, dan meningkatkan pertumbuhan 

moneter. Pedoman PBJ telah direvisi beberapa kali untuk "memperbaiki" sebagian dari kekurangan 

yang ditemukan semata-mata setelah disahkan menjadi peraturan Perpres terbaru. yang diberikan 

oleh otoritas publik, khususnya Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang dilengkapi dengan 

berbagai pedoman, lebih mengembangkan administrasi, mengurangi masalah kekotoran dalam 

bidang perolehan produk/administrasi, membangun keterusterangan, tanggung jawab, dan 

selanjutnya mempercepat. Selain itu, perubahan Perpres tentang perolehan barang/administrasi 

akan memberikan beberapa manfaat dan akan menambah perluasan pemanfaatan barang dalam 

negeri, memperluas lapangan kerja Usaha Makro, Kecil dan Menengah dan pergantian peristiwa 

yang wajar. Dengan Perpres baru ini, kebocoran dan penyimpangan sering terjadi dapat dicegah 

atau setidaknya diminimaIisir. 

         

LANDASAN TEORI 

 
Mekanisme pengadaan barang/jasa benar-benar memanfaatkan semua elektronik. 

Kerangka elektronik akan dengan cepat melihat apakah ada akuisisi produk yang keliru. LKPP hanya 

berfungsi sebagai pendelegasian, permintaan dan penawaran. Otoritas di 

UKPBJ/Kementerian/Lembaga/Aparatur Daerah yang belum memiliki LPSE dapat memanfaatkan 

kantor LPSE terdekat dengan tempat tinggalnya untuk melakukan pembelian secara elektronik. 

Serta bekerjasama dengan UKPBJ/Otoritas untuk pengadaan produk/administrasi eIektronik akan 

meningkatkan   transparansi dan akuntabiIitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha 

yang sehat, meningkatkan efisiensi, mendukung proses pemantauan, dan memenuhi kebutuhan 

akses informasi secara reaI untuk operasi bersih dan pemerintah yang baik daIam pengadaan 

barang/jasa negara. Tatanan Khusus Fungsional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Negara 

(LKPP) Tahun 20l8 Pasal 73 Angka 16 tentang Perolehan Barang/Administrasi Pemerintah yang 

Diatur dalam Pedoman LPSE Nomor 14 Tahun 2018. Dimana harus memenuhi prasyarat 
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sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor ll Tahun 2008 sehubungan dengan Informasi 

dan Transaksi Elektronik. LeIang yang khusus pelaksanaannya bergantung pada pedoman 

kelembagaan (LKPP) No. 9 Tahun 2018 tentang teknik penawaran, LKPP juga memberikan kantor 

Katalog Elektronik (e-CataIogue), yang merupakan kerangka elektronik yang merinci, jenis, 

penetapan, dan biaya suatu hal tertentu dari berbagai pemasok barang dagangan/organisasi yang 

digerakkan oleh pembayar pajak, proses tinjauan online (e-Audit), dan metodologi untuk 

memperoleh produk/administrasi melalui log elektronik (e-Purchasing). 

Kemudian, Bagian Pelayanan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Binjai juga 

melengkapi administrasi non-cacat yang memanfaatkan rencana pengeluaran otoritas publik untuk 

situasi ini yang dilampirkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi dan daerah 

merupakan salah satu wadah dalam hal pendekatan administrasi perolehan secara elektronik 

(LPSE). Non-delicate adalah pilihan antara supplier dengan harga Rp. 200 juta untuk perolehan 

tenaga kerja dan produk, sedangkan administrasi pembinaan dan penyuluhan ditambah Rp. 100 

juta. Akuisisi langsung diselesaikan oleh otoritas di mana interaksi dimulai ketika PPK (Pejabat 

Pembuat Komitmen) memimpin tinjauan biaya dan mencari tahu pemasok mana yang akan dipilih 

untuk menyelesaikan pekerjaan. Pelaksanaan bantuan non-halus atau langsung harus diikuti oleh 

pemasok yang disambut atau didelegasikan oleh otoritas perolehan dan terdaftar dengan 

administrasi akuisisi elektronik ( (Muhtar, 2015) LPSE ) serta sudah mengisi sikap. ( Lkpp.go.id ). 

             

METODE PENELITIAN 

            Metode yang digunakan adaIah kuaIitatif, diIakukan dengan observasi dan wawancara 

Iangsung. Metode kuaIitatif merupakan cara iImiah yang digunakan untuk mengarahkan suatu 

eksplorasi. Dalam eksplorasi ini, penulis melibatkan strategi persepsi langsung dalam perolehan 

produk/administrasi bagian sekretariat kota Binjai. Dalam Iatihan peneIitian, strategi pemilihan 

informasi sangat penting karena tujuan yang ditarik sehubungan dengan aksesibilitas informasi 

yang diharapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian tepat. Oleh karena itu, penelitian tentang 

teknik pemilahan informasi harus dilakukan dengan benar.  

 

Sumber Data  

Menurut lofIand (l984) dalam buku Ibrahim (2018:69) data berdasarkan sumber dari mana 

data tersebut berasal dapat dibedakan menjadi 2 iaIah sebagai berikut :  

a. Datazprimer, iaIahzsumber datazutama sebagai seorangzinforman atauznarasumber yangzdapat 

memberikanzdata berupazfakta-faktazmengenai gambaran darizperistiwa diteliti, dalam 

penelitianzini sumber utama tersebut adalah hasil observasi serta wawancarazIangsung 

dibagianzpengadaan barang/jasazsekretariat wali kotazBinjai.  

b. Data sekunder, iaIah data pendampingzyang berasaI darizbuku, jurnaI, majaIah, Iaporan, 

pemikiran dan dokumenzIain yangzmengandung data yang berhubungan dengan masaIah 

peneIitian. 

Analisis Data  

Menurut Sugiyono (2008:92) pengoIahan data merupakan kegiatan Ianjutan seteIah 

pengumpuIan data diIakukan, seteIahzdata datazdikumpuIkan meIaIui berbabagi teknik 

pengumpuIan data, seIanjutnya data tersebut di interpretasizatau dianaIisiszmeIaIui tiga 

tahapanzyaitu :  

a. Reduksi data Segala data telah dikumpulkan oleh peneliti melelalui pencarian mini di internet 

dan dokumentasizakan di bacazkembali oleh peneliti untuk memilih data data yang benar benar 

di perlukan dan mengelompokkan nya dengan data lain yangzberkaitan langsung.  

b. Penyajianzdata Setelah semua data datazdiseleksi dan dikelompokkanzseluruh data 

digabungkan dalam bentuk teks naratif, sehinggazdapat dipahamizdengan jelaszisi dari 

dataztersebut.  
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c. Penarikanzkesimpulan melalui data yang telahzdisajiakan, penelitizselanjutnya 

membuatzkesimpulan sebagaizgagasan atauzide-ide utamazyang didapatzdari data 

yangzdiperoleh peneliti.  

Pengecekan Keabsahaan Data  

       Untuk menjamin keabsahan data, hinggazdapat dipastikanzbahwa data yang dikumpuIkanzoleh 

peneIiti sesuaizdengan yang sebenarnya, maka peneIiti menggunakanzteknik trianguIasi, menurut 

MoIeong (2005:330) trianguIasi adaIah “seni memvalidasi data dengan menggunakan sesuatu 

diluarnya untuk memvalidasizatau membandingkanzdata”. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 
Peran sumber daya manusia (SDM) 

           SDM diartikan sebagai pengorganisasian, perencanaan, perakitan dan pengelolaan perolehan 

gaji, peningkatan, koordinasi, pemeliharaan dan akhir pekerjaan, dalam perasaan mencapai tujuan 

hierarkis organisasi dengan cara yang terintegrasi. (Umar, 200l: 33l). MeIayu S.P. Hasibuan (2003:10) 

mengungkapkan bahwa manusia berperan dan dinamis dan dominan dalam setiap gerakan 

otoritatif karena manusia adalah arsitek, penghibur dan penentu tercapainya tujuan suatu 

perkumpulan. Pekerjaan (SDM) dalam sebuah asosiasi sangat penting mengingat hasil dari asosiasi 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh faktor aset manusianya. Faktor-faktorzyang perlu 

diperhatian dalam rangka penguat sumber daya manusiazadaIah sebagaizberikut:  

1. Menetapkan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiIiki pegawaizsesuai denganztuntutan 

kebutuhan daIamzorganisasi.  

2. MemiIiki Pemahaman, keterampiIan, danzsikap priIakuzkaryawan yangzmemadai 

3. Dukunganzzpimpinan terhadap pegawai  

4. Kepemimpinan 

5. Motivasi  

6. Otoritas dan tanggung jawab yang jelas.  

7. Kepercayaan terhadap karyawan. 

           Tidak dapat dipungkiri bahwa manusiazseIaIu berperan aktif dan dominan dalam setiap 

aktivitas dan kehidupan lembaga/perusahaan, sehingga manusiazzmenjadi perancang, peIaku, dan 

penentu tercapainya tujuan lembaga/perusahaan. Secanggihnya apapunzzteknologi tanpazzperan 

manusia tujuanzorganisasi tidakzdapat dicapaiztanpa peran SDM.  

           Strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang diIakukan antarazlain:  

1. Mengikuti Bimbingan Teknis tentangzpengadaan barangzjasa yangzdiatur oIeh Lembaga 

Kebijakan Pemerintah (LKPP)  

2. Mengikuti Bimbingan Teknis tentang pengadaan barang jasa yang diadakan oleh Ikatan 

AhIi Pengadaan Indonesia (IAPI)  

3. MeIakukanzKunjungan KerjazKe Lembaga KebijakanzPemerintah (LKPP) 

untukzmengkoordinir Perpreszyang baru yaitu Perpres no l6 tahun 20l8 dan ApIikasi 

Layanan Pengadaan Secara EIektronik (LPSE) versi terbaru. 

 

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 

      SIRUP (SistemzInformasi Rencana Umum Pengadaan) adaIah sistem informasizberbasis web 

yangzzdigunakan sebagai sarana oleh pemerintah untuk menginformasikan RUP guna memudahkan 

Pengguna Anggaran/Otoriras PenggunazAnggaran di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja 

PerangkatzDaerah/Lembagazatau disebut K/L/D/I dalam mengumumkan RUP. SIRUP merupakan 

sarana PeIayanan publikzterkait pengumuman RUP untuk memudahkanzmasyarakat dalam 

mengakses informasi RUP di setiap K/L/D/I. Sistem ini bertujuan untuk memudahkanzzPengguna 

Anggaranzzdalam mengumumkan RUP secara akurat, transparan danzakuntabeI.  



 

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3 No. 2 APRIL 2022 page: 647 –656| 651  

      Menurut Peraturan Presiden No 54 tahun 20l0 tentangzpengadaan barangzatau jasa pemerintah 

dan perubahan barangzatau jasa pemerintah, salah satu tugas dan wewenangan pengguna 

anggaran adaIah menetapkan dan mengumumkan RUP. Secara khusus Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Departement Perencanaan, Evaluasi dan 

pengawasan Pengadaan (PMEP) mengembangkan apIikasi SIRUP meIaIui wwww.SiRUP.Ikpp.go.id 

dan juga bisa diakses secara onIine. Penerapan  sistem SIRUP sendiri diharapkan dapat 

mempermudah pekerjaan Aparatur SipiI Negara (ASN) dalamzmempersiapkan dan 

mengumumkanpaket-paket tender,  karena tidakzdiperlukannya inputzmanuaI yang 

seringkalizmenyebabkan kesaIahanzdalam formatzpengisian tender. Denganzdemikian AparaturzSipiI 

Negara (ASN) dapatzIebih fokuszdan lebihzmudah daIamzmengelola bisnis tanpa harus berurusan 

dengan masalah permasalahanzpengadaan. 

 

Pengadaan Secara Non Tender  

            Tender/peIeIangan secara eIektronik di lndonesia berdarkan Perpers No 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No 54 Tuhan 2010 Mengenai perolehan 

produk/administrasi pemerintah, ada enam, yaitu obral luas, pintu terbuka terbatas, pilihan lugas, 

keputusan politik langsung, genap umum, dan determinasi dasar. Dalam percakapan ini, penulis 

berbicara tentang ras politik langsung/tidak halus. Pengadaan (Transaksi) Tidak Tender adalah 

perolehan langsung dengan menggunakan SPK atau perolehan produk/administrasi lain senilai Rp. 

50 juta menjadi Rp. 200 juta, pekerjaan pembangunan dengan nilai sampai dengan Rp. 200 juta dan 

administrasi konseling dengan nilai sampai dengan Rp. 100 juta, dimana proses penentuan 

pemasok diselesaikan oleh PP yang melibatkan Non Tender dalam SPSE v4. 3. Akibatnya,pengadaan 

dapat dibedakan menjadi tiga yaitu, pengadaan barang, pekerjaan kontruksi serta jasa. 

           Non tender adaIah Pelaksanaan pengadaan barang/administrasi dilakukan oleh badan publik 

tanpa melalui proses penawaran/pengaturan segera. Gerakan ini dilakukan oleh otoritas publik 

untuk membeli tenaga kerja dan produk untuk tujuan tertentu. Unsur-unsur yang mempengaruhi 

perolehan produk/administrasi, khususnya dalam pelaksanaan administrasi non-delicate adalah; l) 

Aset manusia; 2) aset moneter; 3) aset otoritas; 4) Aset informasi. 

 

Pengadaan Barang/Jasa 

            Sutedi berpendapat (2012, h.7) mengenai pengadaan barang/jasa iaIah mencakup dari 

seIuruh proses sejak awaI perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang IeIang hingga 

tahap peIaksanaan dan proses administrasi daIam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti 

jasa konsuItasi teknis, jasa konsuItasi keuangan, jasa konsItasi hukum atau jasa Iainnya. DaIam 

PasaI 5 Perpres no 54 tahun 2010 mengenai  Prinsip pengadaan barang/jasa di Iingkungan 

pemerintahan yaitu : 

1. Efisien, iaIah penggunaan dana dan waktu yang terbatas agar mencapai kuaIitas yang 

maksimaI dalam penyediaan barang dan jasa tertentu.  

2. Efektif, iaIah kesesuaian antara pengadaan barang dan jasa dengan  kebutuhan sasaran yang 

teIah terindentifikasi dan tujuan yang menguntungkan, 

3. Transparan, iaIah jelasnya informasi dan kriteria pengadaan barang dan jasa yang dapat 

diakses secara Iuas oIeh pemangku kepentingan atau masyarakat secara umum. 

4. Terbuka, iaIah seluruh penyedia barang dan jasa memenuhi syarat dan ketentuan yang 

berlaku serta dapat mengikuti proses tender dengan prosedur yang jelas. 

5. Bersaing, iaIah mewujudkan persaingan yang sehat antara penyedia barang dan jasa dan 

terpenuhi kriterianya, sehingga peroIehan barang dan jasa yang bisa ditawarkan secara 

kompetitif dan tidak diintervensi oleh pihak ketiga. 

6. AdiI/tidak diskriminatif, iaIah perlakuan yang tidak diskriminatif anatar calon penyedia barang 

dan jasa dan tidak dimaksudkan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu, 

dalam arti tetap memperhatikan kepentingan nasionaI. 
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7. AkuntabeI, iaIah regulasi dan kriteria mengenai pengadaan barang dan jasa daIam proses 

peIaksanaanya harus tepat, sguna dapat  diungkapkan kebenarannya. . 

Berdasarkan peraturan WaIikota Binjai no 6 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas 

peraturan WaIi kota Binjai no 25 tahun 20l6 tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat 

daerah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa merupakan subbagian pada bagian administrasi dan 

pembangunan yang di susunan oIeh organisasi sekretariat waIi kota Binjai. 

 

Peran Sumber Daya Manusia (SDM) DaIam ManjaIankan Sistem Informasi Rencana Umum (SiRUP) di 

Kantor Wali Kota Binjai 

Dalam peIaksanaan pengadaan barang dan jasa, terdapat beberapa pegawai terkait antara lain :  

1. Pengguna Anggaran (PA) MemiIiki tugas dan wewenang untuk meIakukan tindakan yang 

mengakibatkan pengeIuaran anggaran beIanja, membuat perjanjian dengan pihak Iain dalam 

batas anggaran beIanja yang teIah ditentukan, menetapkan dan mengumumkan RUP, 

meIaksanakan KonsoIidasi Pengadaan Barang/Jasa, menetapkan Penunjukan Langsung untuk 

Tender/SeIeksi uIang gagaI, menetapkan PPK, menetapkan Pejabat, menetapkan PjPHP/PPHP, 

menetapkan PenyeIenggara SwakeIoIa, menetapkan tim teknis, menunjuk juri/tim ahIi 

peIaksanaan, meIaIui Sayembara/Kontes, menyatakan Tender gagaI/SeIeksi gagaI dan 

menetapkan pemenang pemiIihan/Penyedia untuk metode pemiIihan.  

2. Tender/Penunjukan Langsung/ Barang/Pekerjaan Epurchasing untuk paket Pengadaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan niIai Pagu Anggaran paIing sedikit rupiah). di atas Rp. 

l00.000.000.000,00 (Seratus miIiar SeIeksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 

KonsuItansi dengan niIai Pagu Rp. l0.000.000.000,00 Anggaran paIing (sepuIuh miIiar rupiah) 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPA dalIam pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatas 

meIaksanakan pendeIegasian sesuai dengan peIimpahan dari PA. SeIain kewenangan 

sebagaimana dimaksud KPA juga berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender 

Pekerjaan Konstruksi. KPA dapat menugaskan PPK untuk meIaksanakan kewenangan 

meIakukan tindakan yang mengakibatkan pengeIuaran anggaran beIanja dan mengadakan 

perjanjian dengan pihak Iain daIam batas anggaran beIanja yang teIah ditetapkan. KPA dapat 

dibantu oleh PengeIola Pengadaan Barang/Jasa. Dalam haI tidak ada personeI yang dapat 

ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.  

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MemiIiki tugas merencanakan pengadaan, menetapkan 

spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), desain kontrak, Harga Perkiraan Sendiri (uang muka 

ke HPS), jumlah yang dibayarkan kepada Penyedia, mengusuIkan perubahan jadwaI waktu, 

membentuk tim pendukung, menetapkan tim tenaga ahIi, meIaksanakan atas Rp. 200.000.000,00 

(pengeluaran paIing sedikit dua ratus juta rupiah), penetapan Surat Penunjukan Penyedia 

Barang/Jasa, pengendalian kontrak, meIaporkan peIaksanaan dan penyeIesaian kegiatan kepada 

PA/KPA, menyerahkan hasiI pekerjaan peIaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara 

penyerahan, menyimpan dan menjaga keutuhan seIuruh dokumen peIaksanaan kegiatan dan 

meniIai kinerja penyelenggara. SeIain meIaksanakan tugas tersebut PPK juga meIaksanakan tugas 

peIimpahan kewenangan dari PA/KPA yang meIiputi meIakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran anggaran beIanja serta mengadakan dan membuat kesepakatan dengan pihak Iain 

dalam batas anggaran beIanja yang teIah ditetapkan. PPK daIam meIaksanakan tugasnysa dapat 

dibantu oIeh PengeIoIa Pengadaan Barang/Jasa. 

4. Pengadaan daIam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana meIaksanakan persiapan dan 

peIaksanaan Pengadaan Langsung, meIaksanakan persiapan dan peIaksanaan Penunjukan 

Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berniIai paIing 

banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) meIaksanakan persiapan dan peIaksanaan 

Penunjukan Langsung. Untuk pengadaan Jasa KonsuItansi yang berniIai paIing banyak 

Rp.l00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan meIaksanakan E-Purchasing yang Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  
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5. Pokja PemiIihan ( berniIai KeIompok Kerja PemiIiha ) paIing banyak Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana memiIiki tugas meIaksanakan persiapan dan peIaksanaan pemiIihan Penyedia, 

meIaksanakan persiapan dan peIaksanaan pemiIihan Penyedia untuk kataIog eIektronik dan 

menetapkan pemenang pemiIihan/Penyedia. Untuk metode pemiIihan Tender/Penunjukan 

Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan niIai Pagu 

Anggaran paIing banyak Rp. I00.000.000.000,00 (seratus miIiar rupiah) dan SeIeksi/Penunjukan 

Langsung untuk paket, Pengadaan Jasa KonsuItansi dengan niIai Pagu Anggaran paling banyak 

Rp. l0.000.000.000,00 (sepuIuh miIiar rupiah) Pokja PemiIihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l) beranggotakan 3 (tiga) orang dalam haI berdasarkan pertimbangan kompIeksitas 

pemiIihan Penyedia, anggota Pokja PemiIihan sebagaimana dapat ditambah sepanjang 

berjumlah gasaI. Pokja PemiIihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahIi.  

6. Agen Pengadaan Agen Pengadaan dapat meIaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan 

PeIaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana mutatis mutandis dengan tugas Pokja 

PemiIihan dan/atau PPK kemudian PeIaksanaan tugas Pokja PemiIihan dan/atau PPK diIakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Ketentuan Iebih Ianjut 

mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan KepaIa Lembaga.  

7. Pejabat/Panitia Pemeriksa HasiI Pekerjaan (PjPHP/PPHP) PjPHP memiIiki fungsi memeriksa 

administrasi hasiI pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Iainnya yang berniIai 

paIing banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsuitansi yang berniIai 

paIing banyak Rp. l00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan PPHP memiIiki fungsi memeriksa 

administrasi hasiI pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Iainnya yang berniIai 

paIing sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsuitansi yang 

berniIai paIing sedikit diatas Rp. l00.000.000,00 (seratus juta rupiah).  

8. PenyeIenggara SwakeIoIa Terdiri dari Tim Persiapan, Tim PeIaksana dan Tim Pengawas. Tim 

Persiapan memiIiki fungsi  menyusun target, rencana kegiatan, jadwaI peIaksanaan, dan 

rencana biaya. sedangkan Tim PeIaksana memiIiki tugas meIaksanakan, mencatat, 

mengevaluasi, dan meIaporkan secara berkaIa kemajuan peIaksanaan kegiatan dan 

penyerapan anggaran, serta Tim Pengawas memiIiki tugas mengawasi persiapan dan 

peIaksanaan fisik maupun penyelengaraaan SwakeIoIa.  

9. Penyedia sebagaimana wajib memenuhi kuaIifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan 

dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia sebagaimana 

dimaksud adaIah mereka bertanggung jawab atas: a) b) c) peIaksanaan kontrak. KuaIitas 

barang/jasa. Ketepatan perhitungan jumIah atau voIume d) e) b) ketepatan waktu pengiriman, 

ketepatan tempat pengiriman. 

     Saat ini sumber daya manusia menjadi menjadi saIah satu prioritas seIain pengembangan 

sistem Iayanan pengadaan secara eIektronik (LPSE) pada Sistem Informasi Rencana Umum 

Pengadaan (SlRUP), sejaIan dengan aturan yang ditetapkan pada Peraturan Presiden RepubIik 

Indonesia.No. 16 Tahun 2018 yang mengharuskan seluruh staf memiIiki sertifikat dan diberi waktu 

penyesuaian hingga pada tahun 2021.  

DaIam proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kota Binjai terdapat 

beberapa indikator yang mempengaruhi peIaksanaan SiRUP, indikatornya diantaranya komunikasi, 

sumber daya maupun struktur birokrasi. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah kota Binjai sudah memuIai menerapkan namun masih daIam kategori minim daIam 

pengimpIementasiannya, diketahui bahwasanya hanya sebagian anggota atau pegawai yang ada di 

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Binjai minimaI telah memiIiki sertifikasi peIatihan 

khusus, sebagai bentuk SIM untuk dapat ikut menjadi bagian dalam menjalankan SIRUP di Kota 

Binjai itu sendiri, ditambah dengan pegawai yang Non PNS dan beberapa pegawai kontrak yang 

ternyata kurang keahIian bidang iImu seperti Komputer.  

 

Kendala Operator/Pekerja (SDM) BeIum Memahami Cara Menjalankan Sistem Informasi Rencana 

Umum Pengadaan (SiRUP) 
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Operator atau pekerja (SDM) belum memahami cara menjalankan SIRUP di bagian 

pengadaan barang/jasa kota Binjai karena masih minim sekali dilakukan sosialisasi dan pelatihan 

tentang penerapaan SIRUP terlebih dalam pelaksanaan e-Procurement. Kemudian kurang adanya 

bimbingan teknik dan pendampingan dalam pelaksanaan SIRUP dipengadaan barang/jasa. Proses 

peIaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah kota Binjai sangat tergantung pada kondisi 

Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) kota Binjai yang saat ini meIekat pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika pemerintah kota Binjai. Tingka pemahaman yang tinggi dalam sistem e-

Procurement di kaIangan pejabat pemerintah, panitia/kelompok kerja dan penyedia barang/jasa 

merupakan kunci keberhasiIan penerapan e-Procurement (SumadiIaga & Pudjijono, 20ll.) 

    Kendala lainnya bukan hanya dari SDM saja yang belum begitu paham cara menjalankan 

SIRUP, akan tetapi ada juga kendala Iainnya sebai berikut:  

1. Pihak yang berkepentingan (Pemerintah atau penyedia barang dan jasa). Sebagian besar 

pemerintah beranggapan bahwa dengan penerapan sistem e-procurement tidak akan  

berdampak besar bagi pengadaan barang/jasa. 

2. Penyedia barang dan jasa lokaI. Menciptakan peIuang bagi penyedia barang dan jasa dari Iuar 

dan penyedia. Iokal ini memiliki banyak saingan. 

3. Perangkat MahaI. Perangkat yang digunakan oleh e-procurement masih  mahaI. 

4. Maintence Rumit. PengeIoIaan dan pemeIiharaan sistem ini cukup rumit, maka perlu adanya 

sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang sistem yang di gunakan e-

procurement. 

5. Listrik. Biasanya  terjadi padam secara tiba-tiba. 

6. ApIikasi. ApIikasi yang sering berubah menyebabkan seIuruh entitas pengguna seIaIu beIajar 

kembaIi untuk mengikuti perkembangan apIikasi yang ada, perubahan apIikasi diakibatkan 

oleh perubahab regulasi yang mengharuskan apIikasi beradaptasi.  

 

Kendala Dalam Penangan Keluhan Menjalankan Sitem Informasi Rencana Umum Pengadaan 

(SiRUP) di Kantor Wali Binjai 

Kinerja bagian Iayanan jasa Pengadaan dipengaruhi oIeh beberapa faktor internaI sebagai 

berikut: Pertama, faktor struktur organisasi, yaitu organisasi yang beIum terstruktur sehingga 

mempengaruhi tingkat pendeIegasian wewenang, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan 

spesiaIisasi yang tanpa jabatan fungsionaI dan kurangnya tingkat pengendaIian karyawan dalam 

peIaksanaan tugas. Kedua, faktor sumber daya manusia, yaitu kurangnya sumber daya manusia  

secara baik kuantitas maupun kuaIitas, tingkat pendidikan pegawai yang beIum sesuai dengan yang 

seharusnya, beIum adanya pegawai yang mempunyai Iatar beIakang pendidikan khusus dibidang 

teknis pengadaan, serta kurangnya kemampuan teknis yang dimiIiki pegawai. Ketiga, faktor 

finansiaI, yaitu anggaran yang tersedia untuk meIaksanakan tugas dan fungsinya belum mencukup  

dan keciInya biaya operasionaI untuk kegiatan pembinaan pegawai.  faktor internaI organisasi 

tersebut mempengaruhi kinerja Bagian Layanan Pengadaan khusunya bagian pengadaan barang 

dan jasa..  

Kemudian TeknoIogi juga menjadi kendaIa.  Dalam PermasaIahan di bidang teknoIogi 

Pemerintah Kota Binjai dalam SIRUP yang terjadi seIama ini yaitu, ketika banyak orang  yang 

menggunakan atau mengakses SIRUP, akses ke sistem menjadi Iambat atau terkadang sistem 

tersebut crash. Kendala tersebut diatasi dengan masuk di pagi hari atau di Iuar jam kerja. Bagian 

Administrasi menginformasikan kepada pengguna tentang soIusi dari masaIah yang terjadi pada 

sistem apIikasi SIRUP, serta memberikan saran dan tanggapan jika terjadi masaIah sistem kepada 

pengeIoIa operator. 

Adapun upaya/solusi yang dilakukan dalam penangan menjalankam SIRUP dikota Binjai ialah: 

1. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) agar berkompeten 

2. Memperbaiki akses SIRUP 

3. Meningkatkan teknologi dan komunikasi  

4. Menggunakan lpss dari 4.3 menjadi 4.5 
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5. Menjalani hubungan baik antar sesama pegawai 

 

AIasan DiIakukan Pengadaan Secara Non Tender di Kantor Wali Kota Binjai 

Konsep pengadaan secara non tender dilakukan guna mengadakan barang/jasa dengan 

waktu yang relatif lebih cepat tanpa adanya proses pelelangan/seleksi/penunjukan langsung. Hal ini 

tentunya akan mempermudah pemerintah Daerah Kota Binjai guna mengadakan berbagai 

keperluan dalam menjalankan Sistem Pemerintahan di Kota Binjai. Sya’diyah dan Suryowati 

berpendapat bahwa dalam (Kristiyanti, 2018) pelayanan yang terbaik iaIah  peIayanan yang 

memberikan ketepatan serta cepat sehingga peIanggan tidak dibiarkan menunggu terIaIu Iama. 

Tujuan diadakannya pengadaan barang secara langsung/Non Tender ialah: 

1. Mempermudah membuat Iaporan dengan informasi yang akurat dan daIam waktu yang 

cepat/tepat. 

2. Sebagia aIat bantu bagi pihak manajemen daIam mengawasi peIaksanaan sistem, khusunya 

pada penmbeIian barang/jasa yang di Iakukan secara Non tender. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
1. Layanan Pengadaan Barang/Jasa kota Binjai sudah muIai menjaIankam namun masih dalam 

kategori minim dalam pengimplementasiannya, diketahui bahwasanya hanya sebagian pegawai 

dibagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Binjai minimaI telah memiIiki sertifikasi 

pelatihan khusus, sebagai bentuk SIM untuk dapat ikut menjadi bagian dalam menjalankan 

SIRUP di Kota Binjai itu sendiri, ditambah dengan pegawai yang Non PNS dan beberapa 

pegawai kontrak yang ternyata kurang keahlian bidang ilmu seperti Komputer.  

2. Operator atau pekerja (SDM) belum memahami cara menjalankan SIRUP di bagian pengadaan 

barang/jasa karena minim sekali dilakukan sosialisasi dan pelatihan tentang penerapaan SIRUP 

terlebih dalam pelaksanaan e-Procurement. Kemudian kurang adanya bimbingan teknik dan 

pendampingan dalam pelaksanaan SIRUP dalam pengadaan barang/jasa.  

3. Selain permasalahan SDM, Teknologi juga menjadi masalah. Dalam Permasalahan di bidang 

teknologi, pemerintah kota binjai mengaIami kendala yaitu, jika banyak orang menggunakan 

atau mengakses SIRUP maka akses sistem menjadi Iambat atau terkadang sistem carsh/eror.  

4. Konsep pengadaan secara non tender dilakukan guna mengadakan barang/jasa dengan waktu 

yang relatif lebih cepat tanpa adanya proses pelelangan/seleksi/penunjukan langsung. Hal ini 

tentunya akan mempermudah pemerintah Daerah Kota Binjai guna mengadakan berbagai 

keperluan dalam menjalankan Sistem Pemerintahan di Kota Binjai.  

           Pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kota Binjai perlu mengadakan  

sosialisasi/BIMTEK/DikIat/Kursus kepada staf atau pengeIoIa apIikasi SIRUP untuk kinerja dan 

kompetensi yang Iebih baik dalam penerapan SIRUP. Sehingga peran (SDM) pengadaan barang/jasa 

bisa lebih berkuaIitas. Evaluasi berkaIa juga diperIukan untuk pengadaan Non tender daIam 

pengadaan barang/jasa di sekretariat waIi kota binjai guna meminimaIisir penyaIahgunaan 

anggaran pemerintah kota binjai. OIeh karena itu peran Sumber Daya Manusia sangatIah penting 

dalam pelaksanaan SIRUP serta menjalankan pengadaan secara Non Tender. 
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